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ABSTRAK 
 

ANDI LESTARI ISLAMIAH (B011201288) “Analisis Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Study Kasus 
Nomor Putusan 349/Pid.B/2023/Pn Smn)”. Dibimbing oleh Syamsuddin 
Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Haeranah selaku Pembimbing 
Pendamping.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana 
pembunuhan berencana dalam perspesktif hukum pidana dan penerapan 
hukum pidana tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan 
Nomor 349/Pid.B/2023/Pn Smn.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan 
penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dalam menentukan 
kualifikasi suatu tindak pidana terbagi menjadi kejahatan dan pelanggaran.. 
Pembunuhan berencana adalah tindakan sengaja menghilangkan nyawa 
tanpa hak. Kesengajaan penting dalam menentukan pembunuhan. 
Tanggung jawab ini umumnya termasuk hukuman berat yaitu pidana 
penjara hingga pidana mati. Pembunuhan yang disengaja atau 
direncanakan menurut Pasal 340 KUHP dapat diklasifikasikan sebagai delik 

materiil, dolus, dan premeditated. (2) Penerapan hukum pidana dalam 

Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/Pn Smn. Jaksa penuntut umum 
menggunakan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu: Kesatu, 
Primer Pasal 340 KUHP. Subsidair Pasal 338 KUHP. Kedua, Pasal 365 Ayat  
(3) KUHP. Diantara unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa  
Penuntut Umum tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah 
Pasal 340 KUHP. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling 
mencocoki berdasarkan alat bukti yang sah.  

 

Kata kunci: Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana, Pidana Mati.
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ABSTRACT 

 
ANDI LESTARI ISLAMIAH (B011201288) "Judicial Analysis of the 
Crime of Premeditated Murder (Case Study Decision Number 
349/Pid.B/2023/Pn Smn)". Supervised by Syamsuddin Muchtar and 
Haeranah. 

This research aims to determine the qualifications of the crime of 
premeditated murder from a criminal law perspective and the application of 
the criminal law for the crime of premeditated murder in Decision Number 
349/Pid.B/2023/Pn Smn. This research uses normative legal research 
methods with a statutory approach and a case approach. Research 
materials use primary legal materials, secondary legal materials and tertiary 
legal materials. 

The results of the research show that: (1) In determining the 
qualifications a criminal act is categorized into crimes and violations. 
Premeditated murder is an act that intentionally takes a life without rights. 
Intentionality is important in determining murder. This responsibility 
generally includes severe punishment, namely imprisonment up to the 
death penalty. Intentional or premeditated murder according to Article 340 
of the Criminal Code can be classified as material, dolus and premeditated 
offenses. (2) Application of criminal law in Decision Number 
349/Pid.B/2023/Pn Smn. The general prosecutor summoned using 
alternatively prepared charges, namely: First, Primary Article 340 of the 
Criminal Code. Subsidy Article 338 of the Criminal Code. Second, Article 
365 Paragraph (3) of the Criminal Code. Among the elements of the article 
charged by the Public Prosecutor, which has been legally proven and 
guaranteed is Article 340 of the Criminal Code. Where, the act and the 
elements of the article match each other based on valid evidence. 

 
Key words: Criminal Act, Death Penalty, Premeditated Murder. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 
Indonesia merupakan sebuah negara hukum, yang berarti bahwa 

hukum adalah dasar dari sistem pemerintahannya. Istilah "negara 

hukum" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Namun demikian, 

prinsip-prinsip hukum dan kedaulatan hukum menjadi dasar bagi sistem 

hukum Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 

menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

negara hukum". Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam 

bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan: “Hukum 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku 

orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya 

tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan 

tata tertib dalam masyarakat”.1  

Eksistensi dan peranan hukum dalam perwujudan lebih lanjut 

dari tujuan hakiki setiap warga negara yaitu menciptakan kesejahteraan 

dan keamanan serta menjaga keseimbangan kepentingan bagi warga 

masyarakatnya. Hukum di Indonesia mencakup berbagai aspek, 

termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan  

 

 

1 Wirjono Prodjodikoro. 2002. Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Rafika Aditama,  
Bandung, hlm 14  
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hukum internasional. Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen 

untuk menjalankan prinsip-prinsip hukum dalam semua aspek 

pemerintahannya, termasuk menjalankan keadilan, perlindungan hak 

asasi manusia, dan penegakan hukum. Disisi lain, untuk menjamin 

ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada ditangan setiap warga 

negara.  

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan 

hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan 

perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman 

berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar 

larangan tersebut.2  

Tindak pidana merupakan istilah merujuk pada perilaku atau 

tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran hukum dalam suatu 

yurisdiksi. Tindak pidana adalah tindakan kejahatan yang dilarang oleh 

hukum dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan 

dalam Undang-undang No.1 Tahun 1946 maupun Undang-undang No. 

1 Tahun 2023. Sebagaimana hukum berfungsi untuk mengatur serta 

memberikan batasan tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan 

norma-norma masyarakat, dengan artian bahwa hukum dapat 

melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan atau tindak 

pidana yang merugikan.  

 

 

2 Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1  
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Salah satu tindak pidana yang mengalami perkembangan yaitu 

tindak pidana pembunuhan berencana, atau yang sering disebut 

pembunuhan dengan motif tertentu atau direncanakan terlebih dahulu 

merupakan permasalahan serius yang terus menjadi fokus pemerintah 

dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. 

Berdasarkan data laporan Rilis Akhir Tahun Kepolisian Republik 

Indonesia, jumlah kejahatan yang terjadi pada tahun 2022 yaitu 

sebanyak 7,3% atau sebanyak 276.507 perkara dibandingkan dengan 

tahun 2021 yang berjumlah 257.743 perkara. Belum terdapat data 

spesifik yang menyebutkan jumlah kasus kejahatan terhadap nyawa 

yang terjadi di indonesia, namun jika melihat ke belakang pada tahun 

2020 dan 2021 kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan 

mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 

pada 2020 ada 898 kasus kejahatan terhadap nyawa sedangkan pada 

2021 ada 927 kasus.3  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan 

tindak pidana pembunuhan di Indonesia termasuk ketidakstabilan 

sosial, ketimpangan ekonomi, gangguan keamanan, dan berbagai faktor 

lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk 

meningkatkan penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana, 

termasuk pembunuhan berencana. Ini termasuk peningkatan kehadiran 

kepolisian, sosialisasi pencegahan kejahatan, dan penegakan hukum  

 
 

3 Suhamdani, Nadila Novanty, et al. (2023). "Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti  
dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana Pembunuhan." AHKAM 2.2. Hal: 448-457.  
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yang lebih tegas terhadap pelaku kejahatan. Sebagaimana telah 

ditegaskan dalam pemberlakuan Pasal 340 Undang-undang No.1 Tahun 

1946 yang berbunyi:  

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 

dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana 

penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 

dua puluh tahun”.  

 

Pembunuhan berencana juga diatur dalam Pasal 459 Undang- 

undang No.1 Tahun 2023 yang akan berlaku 3 (tiga) tahun akan datang, 

yang berbunyi:  

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, 
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling lama 20 tahun”.  

 

Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur dan 

memberikan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di 

Indonesia, kasus-kasus pembunuhan berencana masih terjadi. Dengan 

kata lain, keberadaan undang-undang yang mengatur dan memberikan 

sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana tidak selalu 

menjamin bahwa kasus-kasus semacam itu akan sepenuhnya 

terhindari.  

Sebagaimana dengan peristiwa yang terjadi dalam Putusan 

Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn telah terjadi suatu tindak pidana 

pembunuhan berencana dengan memutilasi tubuh korban menjadi 

enam puluh lima bagian dengan ukuran yang berbeda menggunakan 

pisau bayonet yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023  
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sekitar pukul 15.30 WIB yang bertempat di Penginapan Anggun 2 

kamar No. 51 Purwodadi RT 04, RW 02, Kelurahan Pakembinangun, 

Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 

atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam 

daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Dalam hal ini terdakwa 

bernama Heru Prasetiyo Als Putra Dewa Bin Imbuh Cahyono yang 

berusia 23 tahun terhadap korban bernama Ayu Indrasari yang 

merupakan kekasih terdakwa. Perbuatan terkeji tersebut sudah 

direncanakan dengan matang oleh terdakwa karena adanya tekanan 

hutang yang akan segera dilunasi. Dimana keinginan terdakwa dalam 

merencanakan pembunuhan tersebut tidak lain untuk menguasai harta 

milik korban dan segera dapat melunasi pinjaman online milik terdakwa. 

Pada pertimbangan hakim dan amar putusan pada kasus 

pembunuhan berencana tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah 

terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan 

Berencana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang 

berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 

merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan 

rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun”. Hakim menjatuhkan 

“pidana mati” kepada terdakwa Heru Prasetiyo Als Putra Dewa Bin  

Imbuh Cahyono.  
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam menentukan kualifikasi tindak  
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pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana dan 

penerapan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. 

Untuk itu penulis mengangkat topik yang berjudul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Study Kasus 

Putusan Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn)”. 

B. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembunuhan berencana 

dalam perspektif hukum pidana?  

2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 

pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 

349/Pid.B/2023/PN Smn?  

C. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pembunuhan 

berencana dalam perspesktif hukum pidana  

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 

349/Pid.B/2023/PN Smn.  
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D. Kegunaan Penelitian 

 
Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan baik itu pemikiran dan manfaat kepada para pembaca. 

Dimana kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk 

memperdalam pemahaman mengenai perkembangan 

penerapan ilmu hukum serta dapat digunakan menjadi sumber 

referensi bagi mahasiswa untuk mempelajari tindak lanjut terkait 

dengan penjatuhan pidana mati tindak pidana pembunuhan 

berencana.  

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman 

bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukuman yang 

setimpal terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang 

direncanakan terdahulu.  

E. Keaslian Penelitian 

 
Untuk menunjukkan orisinalitas pada skripsi yang disusun 

oleh penulis, berikut adalah penjelasan singkat mengenai skripsi 

terdahulu sebagaimana berkaitan dengan judul penelitian penulis 

yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 

Berencana (Putusan No. 349/Pid.B/2023/Pn Smn).” Skripsi yang 

diterbitkan dibawah ini menjadi bahan perbandingan penulis untuk 

mendukung pembahasan yang lebih akurat mengenai isu-isu yang  
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ada dalam pembahasan skripsi ini. Adapun penelitian yang terkait 

sebagai berikut:  

Nama Penulis  Evie Safitri Abbas  

Judul Tulisan  Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Pembunuhan    Berencana 

Yang Dilakukan Oleh Suami 

Terhadap Istri (Studi Putusan 

Nomor  

57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)  

Kategori  Skripsi  

Tahun  2023  

Perguruan Tinggi  Universitas Hasanuddin  

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Isu dan Pembahasan   

1. Bagaimanakah  
  

kualifikasi tindak pidana 

pembunuhan berencana 

yang dilakukan oleh 

suami terhadap istri 

dalam perspektif hukum 

pidana ?  

2. Bagaimanakah  

  
penerapan hukum pidana  

1. Bagaimana kualifikasi 

tindak pidana pembunuhan 

berencana dalam 

perspektif hukum pidana?  

2. Bagaimana penerapan 

hukum pidana terhadap 

tindak pidana pembunuhan 

berencana dalam Putusan  
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pada tindak pidana 

pembunuhan berencana 

yang dilakukan suami 

terhadap istri 

berdasarkan Putusan 

Nomor  

57/Pid.Sus/2021/PN.Lss?  

Nomor 349/Pid.B/2023/PN 

Smn?  

Metode Penelitian : Yuridis  

  
Normatif  

Yuridis Normatif  

Hasil dari pembahasan :  

  
Penelitian yang dilakukan oleh Evie Safitri Abbas dalam penulisan 

skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peimbunuhan 

Beireni                  cana  Yang  Dilakukan  Olehi                  Suami  Teirhadap  Istri   (Studi 

Putusan  Nomor  57/Pid.Sus/2021/PN.Lss)”  me imbahas  meingeinai 

kualifikasi  tindak  pidana  peimbunuhan  yang  teli       ah  direincanakan 

oleih suami  kepi                   ada istrinya yang masih teirikat dalam peri         kawinan 

yang  sah  dan  dimulai  deingan  meri           eincanakan  keikeirasan  fisik 

hingga teirjadinya  peimbunuhan.  Seidangkan  peinulis  saat ini  leibih 

fokus   pada   kualifikasi   meni                  geni                  ai   tindak   pidana   peimbunuhan 

beireincana dimana tidak ada hubungan peirkawinan yang sah antar 

peilaku  dan  korban  tindak  pidana   seirta   tidak  diawali  deingan 

ke ikeri         asan  fisik  yang  dilakukan  seicara  beirulang-ulang  keipada  

korban teirseibut.  
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Nama Peni                ulis  Windi Irawanti  

Judul Tulisan  Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Peimbunuhan  Beire incana 

Deingan     Peirbareingan     Oleih 

Oknum Anggota Polri (Studi 

Kasus Putusan Nomor  

1554/Pid.B/2021/PN MDN  

Kateigori  Skripsi  

Tahun  2022  

Peri         guruan Tinggi  Univeirsitas Hasanuddin  

Uraian Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Isu dan peimbahasan :   

1. Bagaimanakah    peineri         apan 

hukum     pidana     teri           hadap 

tindak  pidana  peimbunuhan 

beireni                cana  deingan 

peri         bareingan    oleih    oknum 

anggota polri dalam Putusan 

Nomor 1554/Pid.B/2021/Pn 

Mdn ?  

2. Bagaimanakah  

  
peri         timbangan hukum Hakim  

1. Bagaimana kualifikasi 

tindak pidana 

pembunuhan berencana 

dalam perspektif hukum 

pidana?  

2. Bagaimana penerapan 

hukum pidana terhadap 

tindak pidana 

pembunuhan berencana  

dalam Putusan Nomor  
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dalam meimutuskan  pe irkara 

tindak  pidana  pemi                       bunuhan 

beireni                cana  deni                  gan 

peri         bareingan    oleih    oknum 

anggota (Studi Kasus 

Putusan Nomor  

1554/Pid.B/2021/PN Mdn) ?  

349/Pid.B/2023/PN  

  
Smn?  

Me itode i Peni                eilitian    :    Hukum  

  
Normatif  

Hukum Normatif  

Hasil  dari  peimbahasan  :  Peineilitian  yang  dilakukan  oleih  Windi 

Irawanti  yang  ditulis dalam skripsi  deingan judul “Tinjauan Yuridis 

Tindak  Pidana  Pemi bunuhan  Beireincana  Deni                  gan  Peirbareingan 

Oleih      Anggota      Polri      (Studi      Kasus      Putusan      Nomor 

1554/Pid.B/2021/PN  Mdn)”  me imbahas  me ingeinai  Pemi bunuhan 

yang teilah direni                   canakan deingan unsur-unsur peirbareingan kareina 

teilah  me ilakukan  tindak  pidana  deingan  dua  objeki                yang  beirbeida 

yakni  peimbunuhan beri         eincana  dan peime irkosaan  yang  dilakuikan 

olehi  oknuim anggota polri. Sedi                  angkan pada penelitian peni                  uilis saat 

ini membahas menganai pembunuhan yang telah direncanakan  

dengan concursus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tindak Pidana 
 

1. Pengertian Tindak Pidana 
 

Tindak   pidana   meri         uijuki pada   peirilakui                      ataui                       tindakan   yang 

meli       anggar   huiku im   pidana.   Tindak   pidana   adalah   peirbuiatan   atau i 

peri         ilakui                        yang   diaturi            oleih   uni                dang-uni                dang   pidana   dan   dianggap 

me ilanggar  norma-norma  atau i           peiratuiran  huiku im  suai                tu i           negi                ara. Tindak 

pidana  seiring  kali  me ilibatkan  peilanggaran  te irhadap  hak  orang  lain,  

keai 

suai 

manan masyarakat, ataui         norma moral yang dianggap peinting oleih 

tui        komuni                itas.  

Meni               uiruit   Muiljanto  meingatakan  bahwa  huiku im   pidana  adalah  
 

bagian  dari  keise iluiruihan  huki               umi yang  beri          lakui              di  suatui                  i              negi                ara,  yang 

mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan unt uk :4  

1. Me ineni                tukai                n   perbui                ai                tan-peirbuai                tan   mana   yang   tidak   bolei h 

dilakuikan,  yang dilarang, deni                gan diseirtai ancaman ataui            sanksi  

yang  beri           uipa  pidana   teri         teni 

larangan teri          seibuti        .  

tui                     bagi  barang  siapa  me ilanggar  

2. Me ineintu ikan kapan dan dalam hal-hal apa kepi                ada meri         ekai  yang  
 

teli       ah  meilanggar  larangan-larangan  itui                 dapat  dikeinakan  atau i 

sanksi     yang    beri         uipa    pidana    seibagaimana    yang    teilah 

diancamkan.  

 
 

4 I Made Widnyana, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.  
Hal:1  
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3. Me ineintuki              an  dengan i  cara  bagaimana  peni                genaan  i pidana  itu i 
 

dapat  dilaksanakan  apabila  ada  orang  yang  disangka   teilah 

meli       anggar larangan teirse ibuti        .  

Kata huikuim pidana meiru ipakan kata yang meimpuinyai lebi                ih dari 

satui                peingeirtian,  maka  dapat  dimeni                geirti  bahwa  tidak  ada  satupi                uin  

rumi                       usai n diantara rumui sai n-rumui  sai n yang ada dapat dianggap sebagai i  
 

rumi  u isan yang semi puirna dan dapat dibeirlakuikan seicara uimu im. Dalam  
 

buki              ui             yang  ditulii             s  olehi                      Adami  Chazawi  teri          dapat  beibeirapa  peni                dapat 

pakar huki              uim te irkait deingan deifinisi ataui        peni                geri         tian tindak pidana :  

1. Moeljatno5  

 
Meni               uiruti         Moeli       jatno, peirbuai                 tan pidana  adalah  peri         buiatan  yang  

 

dilarang  ataui             suai tu i             atuiran  huki umi dimana  larangan  tersebii                 uti 
 

diseirtai deingan ancaman (sanksi) yang beiruipa pidana teirteintui, 

Bagi  barang  siapa  saja  yang  meilanggar  larangan  peirbuiatan 

teirseibuit.  

2. Lamintang6  

 
Meni               uiruit Lamintang meiru imusi                kan bahwa suiatu i        strafbaar feii      t itui 

se ibeni                arnya tidak lain daripada suiatu i         “Tindakan yang meinu iru it 

sesi              uatuii                 ruimusai                n  undanig-uni                dang  teli       ah  dinyatakan  seibagai 

Tindakan yang dapat dihuikumi                       ”.  

 
 

5 Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: PT. 
Rajagrafindo Persada. Hal: 71.  

6 Ibid, Hal: 72. 



14    

 

 

i i i i 

 

 

7  

3. R. Treisna  

 
Meni               uiruit R. Treisna peiristiwa pidana itui       adalah su iatui        peirbuai                tan 

dimana    peirbu iatan   teirse ibuit    dinilai    beirteintangan   deingan 

u indang-uindang ataui           peiratuiran peiruni                  dang-uni                dangan lainnya, 

teri         hadap peri          buiatan mana diadakan tindakan peinghuiku iman.  

4. Simons8  

 
Meni                uiruri          t Simons menige inai strafbaar feiit adalah suatui                   i       tindakan  

 

me ilanggar  huki              umi                          yang  dengan  i sengai ja  yang  dilakukai n  olehi                  
 

sesi             eoi                rang      yang      dapat      dipeirtangguni                gjawabkan      atas 

tindakannya, yang dinyatakan sebi                  agai dapat dihuki               uim.  

Me inu iruri          t    Soeidarto    meni                 yatakan    bahwa    seijalan    deni                gan 

peni                geri         tian huki               umi pidana, maka tidak terli                 eipas dari KUHPi                  yang me imuai                 t 

mengenai 2 (dua) hal pokok yaitu:9  

1. Me imu iat   peiluki             isan   dari   peirbuatani -peri         buatai n   orang   yang  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Ibid. 

diancam  pidana,  artinya  KUHi                     P  meimuai                t  syarat-syarat  yang 

harusi dipeni                uhi                i  yang  me imuni                gkinkan  peni                gadilan meni                jatuhi                kan 

pidana. Jadi seoi                lah-olah meni                  yatakan keipada uimu im dan ju iga 

kepi               ada  peineigak  huikumi                          meingeni                  ai  peirbuiatan-peirbuai                 tan  apa 

yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.  

8 Ibid, Hal: 75. 
9 Dan, Memahami Tindak Pidana, And Syarat Pemidanaan. 2005. "Asas-Asas 

Hukum Pidana.". Hal: 2-3.  
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2. KUiHP me ineitapkan dan meni guimumi kan reai                  ksi apa yang akan  
 

diteirima oleih orang  yang meli       akuik 

itui.  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

an  peirbuai                tan  yang  dilarang  

 

Uinsuir-uni                suri tindak  pidana  dapat  dibedi                akan  dari  duai sudi                uti 
 

pandang yaitui        suiduit teioritis dan sudi                uti         pandang uindang-uindang/aspeki 
 

huki             umi                       .  Suidu it  pandang  teioritis  artinya  teoi                  ri  yang  didasarkan  para 

pe indapat   ahli   huiku im   yang   teirceri          min   pada   buinyi   ruimuisannya.  

Sedi                angkan  sudi                ut  i pandang  uni                dang-uindang  artinya  mengaciu i                  pada  
 

bagaimana  keiadaan  yang  seibeinarnya  dari  suai                tui             keijahatan  tertentuii  i 

yang   teilah   dideifinisikan   dalam   keite intuian   peiratuiran   peri           uindang- 

u indangan yang beirlakui.  

1. Perspektif Teoritis 

 
Dari  suiduit  pandang  teioritis,  uinsu ir-uni                suir  tindak  pidana  antara 

lain :10  

a. Peirbuiatan Manuisia  
 

Tindak  pidana  haruis  me ilibatkan  peirbuiatan  manuisia  baik  
 

peri          buiatan  aktif  (beirbuai                  t)  maupi                  uni                  peirbuai 

beirbuiat ataui        meli       alaikan keiwajiban).  

b. Sifat Meli       awan Huikumi (Wedi                erri                    eichtelijk)i 

tan pasif (tidak  

 
 
 
 
 
 

 

10 Sari, Annisa. “Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya”. 
Fahum.umsu.ac.id, 26 Juli 2023, https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian- 
unsur-dan-jenisnya/  

https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/
https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/
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Peirbuiatan   harusi    meilanggar   norma-norma   huki u im   atau i 

 

me ilawan huiku im yang beirlaku.i  
 

c. Diancam Deni                gan Pidana  
 

Peirbuai tan  teri         seibuit  harusi   diancam  deingan  pidana,  artinya  
 

teli       ah diteintuikan dalam uindang-uni                 dang meingeni                  ai peirbuai                 tan  
 

peli       akui                  dapat  dikeinakan  huki               umi                       an  jika  meli       akukai                   n  suatiu i 

 

peirbuai                tan tersebii                 ut.i 
 

d. Keimampuian Beirtangguingjawab  
 

Peli       akui tindak     pidana     haruis     meimiliki     keimampuian 

beri          tangguingjawab  atas  peri          buiatan  yang  teli       ah  dilakuikan, 

beri          arti peilakui          beirakal seihat dan mampu i           me imahami akibat 

dari peirbuiatannya teirseibu it.  

e. Keisalahan (Schuild) 
 

Peilakui           haruis diseirtai  deingan  keisalahan  atau i           keiseingajaan 

dalam    meilakuki              an    perbui                ai                tan    teirsebi                ut.i Kesai                lahan    ini  

beri          kaitan  deni                gan  unsui                ir niat  ataui tujiu ai                n  yang  
 

meli       atarbeilakangi teirjadinya suai                tu i        peri         buiatan terseiib ut.i 
 

2. Perspektif Undang-undang 

 
Beri         dasarkan   aspeik   huki               uim,   meni                  geinai   uinsuri          -uinsuir   tindak 

pidana diruimusi                kan seicara lebi                ih khusi              uis dan rinci dalam pasal- 

pasal peri          atuiran peiruni                dang-undangani.  Setii               ap undangi         -uni                dang 

yang beirlakui          meimpuni                yai ruimu isan tertei                   ntui                i          dan seluiiruhi faktor 

yang  teircantumi                         dalam ruimusi              an  teirse ibuit  harusi dipeni                uhi                i agar  
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peilakuni ya  dapat   dihuikuim sesi              uiai   deni gan   peirbuiatannya.  
 

Misalnya,  dalam  hal  tindak  pidana  pemi                       bunui ihan  maka  pasal  
 

peri          uni dang-uni dangan  meni                 geinai  pemi buinuihan  akan  
 

me ineni tuikan  uinsuri          -uni suri                      apa  saja  yang haruis teri          peinuihi olehi  
 

peli       akuni                ya.  
 

Hu iku im  dan  pe iraturi          an pidana pada  uimu imnya  meni  de ifinisikan 

peri          ilakui            yang  dilarang dan  me imberi           ikan  sanksi  pada  peli       aku.i                    Hal ini 

beri           tuji     uian    uni                tuki me imastikan    bahwa    masyarakat    dan    otoritas 

kehi                akiman  me inge itahu ii  adanya  tindak  pidana  deni                       gan  beirpeidoman 

pada   uindang-uindang   pidana   yang   beirlakui.   Seti        eilah   me inge itahuii 

defi        inisi dan peingeri           tian  yang leibih me indalam dari tindak pidana ataui 

leibih  dikeni                 al  deni                gan  nama  “Strafbaar  Feiit”,  maka  di  dalam  tindak  

pidana teirse ibu it teri         dapat bebi                     eirapa uni                suri         -uni                    suri          tindak pidana. Uni                suri          -  
 

u insuir tindak pidana pada dasarnya dapat dibagi meni  
 

uni                suir, yakni sebi                agai beri           ikut:i 
 

1. Unsur objektif 

jadi du ia macam  

 

Uni                su ir  obje iktif  adalah  uni                   suri         -uni                 suir   yang  ada  huibuingannya 

deni                 gan  keadaan-i             keai                daan  yaitui                di  dalam  keadaan-i                keadaani 

mana tindakan-tindakan dari si peli       akui         haruis dilakuikan. Uinsuir-  

un 11
 

i              su ri                  objektii        f dari suatui                  i        tindak pidana itu i        adalah:  

a) Sifat meilanggar huiku im atau i        we ide ireichteri          ijkhe iid.  

11 Maulidin, A. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan 
Yang Dilakukan Oleh Ibu Kepada Anak Yang Baru Lahir (Studi Polsek Medan 
Baru) (Doctoral dissertation).Hal: 26  
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b) Kuai               litas   dari   si   peli       aku,  i                        misalnya   “Keai                daan   Se iorang  

 
Pe igawai  Ne ig eiri”  di  dalam  keji     ahatan  jabatan  me inu iru it 

Pasal 415 KU iHP atau i         “Ke iadaan Seibagai Peni                guri          usi                       Atau i 

Komisaris  Dari  Pe irseiroan  Teri         batas”  di  dalam ke ijahatan 

me inu iru it Pasal 398 KUiHP.  

c) Kausi              alitas,    yakni    huibu ingan    antara    suai                tu i  tindakan 

sebi                agai   peinyeibab   deingan   suiatu i                     keinyataan   seibagai 

akibat.  

2. Unsur Subjektif 

 
U insu ir yang teirdapat ataui         me ileki               at pada diri si peli       aku,i                ataui        yang 

dihuibuingkan  deingan  diri  si  peli       akui            dan  teirmasu ik  di  dalamnya 

segi                ala  seisu iatu i               yang  teirkanduni                    g  di  dalam  hatinya.  Uinsuir  ini 

te irdiri dari:  

a) Kesi              e ingajaan atau i        keitidak seni                gajaan (dolusi                      atau i        cuilpa). 

 
b) Maksu id  atau i                  voorne ime in  pada  su iatui                  pe ircobaan  atau i 

poging, se ipe irti yang diteintuikan dalam Pasal 53 ayat (1) 

KUiHP te intang peircobaan.  

c) Macam-macam  maksu id  atau i               ogmeirk  sepi                eirti  teri          dapat 

dalam     ke ijahatan-keijahatan      pe incuirian,     pe inipuian, 

pe ime irasan dan seibagainya.  
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d) Meri         e incanakan teirleibih dahuli       ui         atau i         voorbeidachtei          raad, 

se ipeirti    yang    misalnya    teri         dapat    dalam    ke ijahatan 

pemi                       buni                uhi                an meni                uiruti                Pasal 340 KUHP.i 

e) Pe irasaan   takuit  ataui                   vresi              s  seiperi          ti   yang  antara  lain  
 

te irdapat  dalam  ru imu isan  tindak  pidana  meni                uri          uti                     Pasal 

308 KUHP.12  

Dari  ru imu isan-ru imu isan  tindak  pidana  teirte intu i                    yang  teirdapat 

dalam KUiHP, maka dapat dikeitahuii bahwa teirdapat 8 (deilapan) uinsuir 

tindak pidana, yaitu:i          

1. U insu ir tingkah laku i  

 

2. Uni                su ir meli       awan huki                  u im  
 

3. U insu ir keisalahan  
 

4. U insuri                  akibat konstitutii f  
 

5. U insu ir keai                daan yang menyei                    ri          tai  
 

6. Uni                su ir syarat tambahan uintuki dapatnya dituintu it pidana  
 

7. Uni                 suri syarat-syarat    tambahan    unti uki                        me imperi          beri          at 

pidana  

8. Uni                 suri                  syarat tambahan untui                   ki                       dapat dipidana  
 

Dari 8 (deilapan) uinsuir di atas, dapat diseideri           hanakan me injadi 

u insuir  suibje iktif  dan  uinsu ir  objeki               tif.  Di  dalam  KUHP terdapat  2  (dua) 

macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif 

adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam 

keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan  

 

12 Teguh Prasetyo. 2018. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal: 48.  
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unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku.13  

3. Jenis-Jenis Tindak pidana 
 

Tindak pidana atau i        disebi               uti         ju iga deli      ik atau i        peri         buai               tan meli       awan  
 

huki               uim  meri          upi                akan  perbui                    ai                tan  yang  dilarang  olehi  sesi               eoi                rang  atau i 

badan.   Keigagalan   uintuik   me ilakuikan   hal   ini   dapat   meli       anggar 

keti        eni                tuai               n  huikumi  dan  dapat  meni                gakibatkan  peni                jatuhi                an  sanksi  dan 

hu ikuiman pidana. Dalam tindak pidana teri           dapat bebi                 eri         apa jeni                is yang 

disebut sebagai jen is-jenis tindak pidana, antara lain:14  

1. Huki              u im Pidana Mateiril dan Huki               umi Pidana Formil  
 

Huki               umi pidana  mate iril  adalah  huki               umi pidana  yang  me imuai                 t 

atuiran-atuiran yang meni                    eti        apkan dan me iru imusi                  kan peirbuiatan- 

pe irbuiatan yang dapat dipidana, atuiran yang me imu iat syarat- 

syarat   uni                tuik   dapat   me injatuhi                 kan   pidana,   dan   keti         entuaii n 

meni                 geni                ai  ancaman  pidana.  Huki               u im  pidana  formil  adalah 

atuiran  yang  me imu iat  bagaimana  neigara  deingan  peirantara 

alat-alat  peirleni                gkapannya  meli       aksanakan  haknya 

me ine itapkan pidana.  

2. Huki              u im Pidana Uimu im dan Hu iku im Pidana Khu isu is  
 
 
 
 
 

 

13 Mandagie, Anselmus SJ. (2020).“Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan 
Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." Lex Crimen 9.2  

14 Wibowo, K. T. & Warih Anjari, 2022. Hukum pidana materiil. Prenada Media. Hal:  
16.  
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Huki               uim pidana   u imu im   meri          upi                akan    huki               uim pidana   yang  
 

me imu iat atu iran-atuiran huki               u im pidana yang beirlaku i       bagi seitiap 

orang seicara u imu im. Misalnya atuiran yang teirdapat di dalam 

Kitab   Uindang-uindang   Hu ikumi  Pidana   (KUiH P),   U indang- 

u indang   lalu i                      lintas   dan   lain-lain.   Huiku im   pidana   khuisusi                

meri          u ipakan    huiku im   pidana    yang    me imu iat    atuiran    yang 

meni                 yimpang  dari  huki               u im  pidana  u imu im,  baik  itui               mengi e inai 

adresi            sat  u intuik  golongan  teirteni                    tui                atau i                beri           keinaan  deingan 

pe irbuai               tan   teirteintu.i  Misalnya   huki               u im   pidana   militeir,tindak 

pidana  korupi                si,  pajak,  peirdagangan  orang,  lingkuingan  dan 

lain-lain.  

3. Huki               uim Pidana Kodifikasi dan Tidak Kodifikasi  
 

Huki               umi pidana  kodifikasi  meri          upi                akan  peri          atuiran  pidana  yang  
 

disuisu in  seicara  leingkap  dan  siste imatis.  Huki               umi  ini  teirdapat  
 

dalam   KU iHP.   Se idangkan   huki                   umi pidana  tidak  kodifikasi 

teri          dapat  pada  pidananya  yang  diluiar  dari  KU iHP atau i            biasa 

diseibuit tindak pidana khusi               usi               .  

4. Hu iku im Pidana Teirtuli       is dan Tidak Teirtu ilis  
 

Huki               umi pidana   tertui                  lii             s  diaturi                        dalam   KUHPi  dan   undangi                  -  
 

u indang  tindak  pidana  khuisusi                (UUi                    Ti                  PK).  Sedi                angkan  huikumi                         
 

pidana  tidak  teri          tuilis  diseibuit  tindak  pidana  adat  (deilik  adat). 

Ke iberi          adaan  delii              k  adat  beri          dasarkan  Pasal  5  ayat  (3)  subi  b 

U indang-uni                  dang  Nomor  1  Tahuni  1951  teintang  Tindakan-  
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Tindakan   Se ime intara   Uintuik   Me inye ileinggarakan   Kesai                       ua in 
 

Su isu inan Keki              u iasaan Dan Acara Peni                      gadilan Sipil.  
 

5. Huki              u im Pidana Nasional Dan Huki                   u im Pidana Inteirnasional  
  

Hu ikumi  pidana   nasional   me iruipakan   huki               uim 

beri          lakui            uni                  tuik  suiatu i            neigara  teirteni                tui.  Adapu in 

pidana yang 

huiku im  pidana  

inteirnasional adalah  huiku i            pidana  yang  beirlaku i           bagi seiluiruhi 

warga    duinia    tanpa    me ilihat    batas    negi                ara.    Contohnya 

keti        eintu ian  teni                 tang  Interi           national  Criminal  Cou irt beirdasarkam 

Statu ita Roma 1998.  

Pemi beintuki KUHiP (WvS)   meni                ggolongkan   tindak   pidana  
 

me injadi  keijahatan  (misdrijeivein) dan  peilanggaran  (oveirtedi                   ingein). 

 
Keijahatan  diatuir  dalam  Buiku i                II  KUiHP  dan  peilanggaran  diatuir  

 

dalam Buiku i        II KUHi                    P. Macam- macam Tindak Pidana teri         diri dari:  
 

1. Kejahatan Pelanggaran 

 
Keijahatan  Peilanggaran  Peimbagian  deli      ik  ini,  diatuir  dalam 

Buiku i        III KUiHP;  

2. Delik formil dan delik materil 

 
Deilik formil adalah deilik yang peri         uimu isannya dititik beiratkan 

pada peri         buai                tan yang dilarang. Delii             k tersei            bi                uti                 teli       ah seli       esai                 i dengani 

dilakuikan   peri           buai                tan   teircantuim   dalam   ru imusi                an   deilik.   Misal: 

peni                ghasuitan (Pasal 169 KUHP)i           ; sumipah palsu i       (Pasal 242 KUHP)i           ; 

peimalsuiaan suri         at (Pasal 263 KUiHP);  
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3. Delik commissionis, delik omissionis, dan delik commissionis 

peromissionem commissa 

a. De ilik    commissionis, deli      ik    yang    beirupi                a    peli       anggaran  
 

teri         hadap larangan, ialah peirbu iatan sesi               uatuii 

peincuirian, peinggeilapan, peinipuian.  

yang dilarang,  

b. De ilik  omissionis,  deilik  yang  beri         uipa  peilanggaran  teirhadap 

peirintah ialah tidak meilakuki                an  seisu iatu i           yang  diperi         intahkan 

ataui               diharusi               kan,  misal:  tidak  menghadapi sebi                gai  saksi  di 

muki              a peni                gadilan (Pasal 522 KUHP)i            , tidak meni                olong orang 

yang meime irlu ikan peri          tolongan (Pasal 531 KUiHP),  

c. De ilik  commissionis  peri           omissioneim  commissa,  deilik  yang 

beri           uipa   peilanggaran   larangan   (duis   deilik   commissionis), 

akan  teti        api  dapat  dilakuikan  deingan  cara  tidak  beri          buiat.  

Misal:  seiorang ibui           yang  memi                       buni                uih  anaknya  deingan  tidak  
 

memi                       beri         i makan  (Pasal  338,  340 KUHP)i ;  seoi                rang peni                jaga  
 

wisseli        yang  meni                yebi                abkan  keci               eli       akaan  keiretai api  dengain 

seni                gaja tidak meimindahkan wisseli               ( Pasal 194 KUHP)i             .  

4. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten) 
 

Deilik    doluis    adalah    deilik    yang    meimuai                t    kesi              eingajaan,  
 

misalnya: Pasal 187, Pasal 197, Pasal 263, Pasal 338 KUiHP.  
 

Deli      ik  cuilpa  adalah  deilik  yang  meimu iat  keai                lpaan  sebi                agai 

salah satui       uinsuri        , misalnya: Pasal 195, Pasal 197, Pasal 359, Pasal 

360 KUiHP;  
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5. Delik Tunggal dan delik berganda (enkelvoudige en 
 

samengestelde delicten) 
 

Deli       ik  tuinggal  adalah  deilik  yang  cuki              uip  dilakuikan  deni 

 

 
gan  

 

peri           buiatan satui          kali. Seidangkan Deli       ik beirganda adalah deli      ik yang 

barui             meiruipakan deilik, apabila dilakuikan bebi                e irapa kali peirbuai                tan, 

misal: Pasal 481 KUiHP (peinadahan seibagai ke ibiasaan).  

6. Delik yang berlangusung terus dan delik yang tidak 

berlangsung terus (voordurende en niet voordurende/ 

aflopend delicten) 

Deilik    yang    beri          languisng    teiru is    dan    deli      ik    yang    tidak 

beirlangsuing   teri          usi (voorduri         eni                dei                   ein  nieit  voorduri         einde/i        aflopeind 

deli       ictein) deilik yang beirlangsuing teri         uis: deilik yang meimpuinyai ciri, 

bahwa keiadaan teri          larang itui         beri          langsuing teiru is, misal: meirampas 

ke imeri         deikaan seiseoi                 rang (Pasal 333 KUHi                      P).  

7. Delik aduan dan bukan delik aduan (klachtdelicten en niet 

klachtdelicten) 

Deilik  aduian  dan  buikan  deilik  aduai                  n  (klachtdeilicte in  eni  nie it 

klachtdeli       ictein) deli      ik yang peineni                tutia nnya hanya  dilakukai           n apabila  

ada pegi                aduani dari pihak yang terkenaii (geli      aedi                eerii  dei         partij), misal:  
 

peni                ghinaan (Pasal 310 dst yo. 319 KUHP)i            , pe irzinahan (Pasal 284 

KUiHP), chantagei          atau i         pemieri          asan deni                gan ancaman pencei                  imaran 

(Pasal 335 ayat 1 subi 2 KUHPi jo. ayat 2);  
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8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya 

 
(eenvoudige en gequealificeerde delicten) 

 
Deilik    seideirhana    dan    deli      ik    yang    ada   peimberi         atannya  

 

(eei  ni               voudi                igei  eni geqi                uei ialificeei  ri         dei  deli       icteni                  ) deilik    yang    ada  
 

pemi                      beiratannya,  missal:  peinganiayaan  yang  meni                  yeibabkan  luika  
 

beri         at ataui           matinya  orang (Pasal  351 ayat  2, 3 KUHi                    P), peni                curi         ian  
 

pada   waktui                    malam   (Pasal   363   KUHi                     P),   dsb,   ada   deli       ik   yang 

meni                gancam   pidanannya   dipeiringan   karenai dilakukai                 n   dalam  

keai               daan   teirteintui,   misal:   pemi                       buni                uhi                an   anak-anak   (Pasal   341  
 

KUiHP)  de ilik  ini  disebi                 uit  “geiprivileigeei                ri          d  deilict”.  De ilik  seideirhana, 

misal:  peinganiayaan  (Pasal  351  KUiHP),  peni                curi         ian  (Pasal  362 

KUiHP);  

9. Delik ekonomi (biasanya disebut dengan tindak pidana 

ekonomi) dan bukan delik ekonomi 

Deilik   eikonomi   (biasanya   diseibuti deni                gan   tindak   pidana 

e ikonomi) dan buikan deilik eikonomi. Apa yang diseibuti         tindak pidana 

e ikonomi itui           teirdapat dalam pasal 1 Uindang-Uindang Daruirat No. 7 

Tahuin 1995 teintang Tindak Pidana Eikonomi.  

10. Kejahatan ringan 

 
Keijahatan ringan: dalam KUiHP ada ke ijahatan-keijahatan ringan, 

ialah Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 ayat (1), 315, 497 

KUiHP;  
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B. Tindak Pidana Pembunuhan 

 
1. Pengertian Pembunuhan 

 

Peni                geri          tian   pemibuni                uihan   dalam   KUHiP   adalah   keiseni                gajaan  
 

me inghilangkan  nyawa  orang  lain.   Peimbuni                uhi                an  beirasal  dari  kata  
 

buni                uhi yang  beri          arti  meimatikan,  meni                ghilangkan  nyawa.  Memi                       buni                uih 
 

beri         arti  meimbuai                  t  mati  sedi                angkan  peimbuinuih  beirarti  orang  ataui              alat  
 

yang  me imbuinuih.  Suiatui peirbuai                tan  dapat  dikatakan  sebagi ai  
 

15 
pemi                       b uinuhi                an apabila deni                gan  seni                gaja merampas nyawa  orang lain.     

 

Dasar pidana peimbuni                uhi                an mengaciu i       kepi                ada KUHPi bab XIX pasal 338- 

350.  

Pemi                       buni                uhi                an   teri          masuik dalik   materii l  yang   artinya   bahwa  
 

pemi                       buni                uhi                an barui         dikatakan teli       ah teri         jadi apabila timbuli                 bentukii akibat 

yang  dilarang  sebi                agaimana  yang  teircantuim  dalam  Pasal  338  yakni  

matinya  orang (korban).16 Un  tuk dikategorikan  sebag ai pemi buni                u hi                  an,  
 

tindakan teirseibuit haruis dilakuikan deni                 gan uinsuir kesi              engai jaan ataui       niat  
 

u intuki               meni                  yeibabkan keimatian, dan buki               an sebi                agai tindakan keiceli       akaan 

ataui        keilalaian.  

Kesi              eni                gajaan   meni                ghilangkan   nyawa   orang   lain   olehi Kitab 

Uindang- Uni                dang Huki               umi Pidana disebi                uti                  seibagai suatui                  i          peimbuni                uhi                an.  

Uintuik   meinghilangkan   nyawa   orang   lain,   seoi                rang   peli       akui                       harusi                
 

me ilakuki              an  seisuai                tui                ataui                suatui                  i                 rangkaian  tindakan  yang  beri         akibat  
 
 
 

15 Hilman Hadikusuma, 2007, Bahasa Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24.  
16 H. M. Said Karim & Hj. Haeranah,. 2016. Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi. 

Penerbit Pustaka Pena Press. Hal 146.  
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meni                inggalnya  orang  lain  deingan  syarat  bahwa  opze it  (ke iseni                gajaan)  
 

dari  peilakuni  ya  itui            harusi   dituijuki an  pada  akibat  beiruipa  meininggalnya  
 

orang lain tersebut.. 17  
 

Pemi                       buni                uihan dapat teirjadi dalam beri         bagai konteiks dan situai                si, 

se ipeirti konflik pribadi, kejai                      hatan teirorganisir, ataui      dalam situai                si peri          ang. 

Hu ikuim     pidana     beri         bagai     negi                ara     biasanya     meni                gkateigorikan 

pemi                      buinuihan ke i       dalam beirbagai tingkatan, seipe irti pemi                       buinu ihan tingkat  

peri         tama (deingan uinsuri         -uinsuir  yang  lebi ih beirat),  pemi buinuhi                an tingkat  
 

kedi               uai                ,   atau i                        peimbuinuhi                  an   yang   diseri          tai   de ingan   keiadaan   yang 

meri         uigikan.  

2. Jenis-Jenis Pembunuhan 
 

Keji      ahatan   teirhadap  nyawa   yang  dilakuikan  deingan  seingaja  
 

diseibuti                 atau i        diberi           i kuai                  lifikasi sebi agai pemi buni uhi an,yang terdiri dari:18  
 

1) Pe imbuni                u ihan  biasa dalam  be intuki                 pokok (doodslag,  Pasal  338 

KUHi                     P).  

“Barangsiapa  deni                gan  seingaja  me irampas  nyawa  orang  lain, 
diancam  kare ina  peimbu inu ihan  deni                gan  pidana  peinjara  paling 
lama lima be ilas tahuin”.  

2) Pe imbuni                uihan  yang diikuti,dii           seri          tai ataui           didahuli       uii                  deni                gan tindak 

pidana lain(Pasal 339 KUiHP).  

“Pe imbu inu ihan  yang  diikuti        i,  diseirtai  atau i               didahuiluii  oleih  su iatu i 

tindak  pidana,  yang  dilakuki               an  de ingan  maksu id  uni                  tuik 
me impe irsiapkan   ataui                       me impe irmudi                ah   peli       aksanaannya,   atau i 

u intuik  me ilepi                  askan  diri  seni                diri  maupi                      uni                 peise irta   lainnya  dari 
pidana   bila   teirtangkap   tangan,   atauipuin   uintuik   me imastikan 
peni                guiasaan barang yang diperi          olehi                     nya seci                ara meli       awan hu iku im,  

 

     
17 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh,  

& Kesehatan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal:. 1  
18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
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diancam  deni                   gan  pidana  pein jara  seiu imuri           hidupi                 atau i                  pidana  

peni                 jara seli       ama waktu i        tertent   i        paling lama duai  puli       uhi tahun.”i 
3) Pe imbuni                uhi                an beireincana (moord, Pasal 340 KU iHP).  

“Barangsiapa deni                gan seni                gaja dan deni                 gan direni                canakan terlebii  ih 
dahuli       ui me irampas    nyawa    orang    lain,    diancam    kare ina 
pemi                       bu inu ihan   be ireincana,   deni                    gan   pidana   mati   atau i                      pidana  
peni                jara seiu imuri                    hidupi                       atau i       pidana peinjara se ilama waktu i       teirteni  
paling lama duai  puli       uhi tahuni                 ”.  

tu i 

4) Pe imbu inuhi                 an  ibui             teri         hadap  bayinya  pada  saat  ataui             tidak  lama  

se iteilah dilahirkan (Pasal 341,342 dan 343 KUHi  

Pasal 341  

P).  

“Se iorang  ibu i                  yang  kareina  takuit   akan  diketi           ahuii         bahwa   ia  
me il ahirkan   anak   deingan   seingaja   me inghilangkan   nyawa 
anaknya   pada   saat   anak   itu i                      dilahirkan   ataui                      tidak   lama  
ke imu idian,  diancam  kare ina  me imbuni                uhi                  anak  seni                        diri,  deingan  
pidana peinjara paling lama tuji      uhi tahuni                 ”.  

 

Pasal 342  
“Seoi               rang   ibui                    yang   uintuki meli       aksanakan   kepi                uti        usai                    n   yang 

diambilnya   kareni                   a   takuit   akan   diketi        ahuii  bahwa   ia   akan 
meli           ahirkan  anak,  me inghilangkan  nyawa  anaknya  pada  saat 
anak itu i           dilahirkan atau i           tidak lama ke imudi                    ian, diancam kare ina 
me ilaku ikan   pe imbu inuhi                an   anak   se indiri   deingan   beire incana, 
deni                gan pidana peni                  jara paling lama se imbilan tahuni                 ”.  

  

Pasal 343  
“Bagi  orang  lain  yang  tuiruit  se irta  me ilaku ikan,  keijahatan  yang 
diteirangkan   dalam   Pasal   341   dan   Pasal   342   dipandang 
sebi                agai    peimbuni                u ihan  atau i  pemi  bu inuhi                  an    anak    deni                gan 
be ireincana”.  

 
5) Pe imbu inuihan atas peirmintaan korban (Pasal 344 KUiHP).  

“Barangsiapa  me irampas  nyawa  orang  lain  atas  peirmintaan 
orang itui               seni                      diri,  yang je ilas  dinyatakan  deingan keisu ingguihan 
hati,  diancam  de ingan  pidana  peinjara  paling  lama  du ia  beilas 
tahuin”.  

6) Pe inganju iran   dan   peirtolongan   pada   buni                uhi 

KUiHP).  

diri (Pasal 345  

“Barangsiapa  deni                gan  seni               gaja  me imbujui                     k  i orang   lain   untukii   
buni                uhi diri,  me inolongnya  dalam  pe irbuiatan  itu i             ataui             me imbe iri  
sarana keipadanya  uintuik itu i, diancam deni                gan pidana peni               jara  
paling lama e impat tahu in kalaui        orang itui        jadi bu inuih diri”.  
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7) Peni ggugi u iran  dan  pe imbu inu ihan  te irhadap  kanduingan  (Pasal  

346 s/d 349 KUiHP).  

Pasal 346  
“Se iorang  wanita  yang  deni                gan  seingaja  me ingguigu irkan  atau i  

me imatikan kanduni                gannya ataui         meni                yuri          uih orang lain unti  uik itui, 
diancam de ingan pidana peinjara paling lama e impat tahu in”.  

 

Pasal 347  
a) Barangsiapa deni gan seingaja meni ggu igu irkan ataui        me imatikan  

kanduingan  se iorang  wanita   tanpa  peirse itu ijuai                n  wanita   itu,i 
diancam deni                   gan pidana peinjara paling lama duai  beilas tahuni                .  

b) Bila  peirbuiatan  itui                meingakibatkan  wanita  itu i                meininggal,  ia 
diancam deni                   gan pidana pein jara paling lama lima be ilas tahuin.  

 

Pasal 348  
(1) Barangsiapa deingan seingaja me inggu iguri          kan ataui        me imatikan 

kanduni                gan  se iorang  wanita  deni                gan  pers ie ti        uijuai                n  wanita  itu,i 
diancam de ingan pidana peinjara paling lama lima tahu in e inam 
buli       an.  

(2) Bila  peirbuai                tan  itui                meni               gakibatkan  wanita  itu i                meininggal,  ia 
diancam de ingan pidana peni               jara paling lama tuji      u ih tahu in.  

 

Pasal 349  
“Bila   seiorang    dokteir,    bidan    ataui  ju iru i  obat    me imbantu i 

meli       aku ikan  ke ijahatan  teirse ibuti          dalam  Pasal  346,  ataupi                u in 
meli        aku ikan  atau i             me imbantu i             me ilakuikan salah satu i            ke ijahatan 
yang  diteirangkan  dalam  Pasal  347  dan  348,  maka  pidana 
yang diteni                tuikan dalam pasal-pasal itui       dapat ditambah de ingan 
sepi             eri         tiga   dan   dapat   dicabuit   haknya   uintu ik   me injalankan  
peki              eri         jaannya dalam mana keji      ahatan itui        dilaku ikan”.  

 

C. Pembunuhan Berencana 
 

1. Pengertian Pembunuhan Berencana 
 

Pemi                       bunui han  beiri eni                cana,  seri         ing  disebi                ut  si eibagai  pembi unui han i 
 

tingkat peirtama atau i        peimbuinuihan premi                       edi                itasi, meirujui                      ki               pada tindakan  
 

memi                       bunui hi                 sesi              eoi                rang deingan  peri         eni                canaan ataui           peri          timbangan  yang  
 

matang   seibe ilumi                       nya.   Ini   beirarti   bahwa   peli       akui                       deni                gan   seni                gaja 

meri          eincanakan     dan     meimu itusi               kan     untiuki meli       akukai                n     tindakan 

pe imbuinuihan seibeli       uim me ilaksanakannya.  
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Makna   beri         eni cana   di   dalam  pemi buinuihan   beireincana   adalah  
 

pe imbuinuihan    yang    dilakuki              an    deingan    prosesi                  bagaimana    cara  
 

peli       aksanaan peimbuni                uhi                an,  alat ataui           sarana  yang  diguinakan,  tempati   
 

ataui               lokasi  peimbuni                uhi                an,  waktu i               peli       aksanaannya,  ataui               cara  peli       akui 

pemi                      buinuihan  beireincana  uintuik me inghilangkan  je ijak.  KUiHP 

meni               ganggap  bahwa  pemi                       buni                 uihan  beireni                cana  adalah  keijahatan  yang  

sangat  meinyingguni g asas-asas  kemi anuisiaan  yang  adil dan beiradab.  
 

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang memerlukan 

beberapa unsur penting, yaitu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat 

serta sarana yang memadai, waktu yang tepat, dan motif kuat untuk 

mendorong seseorang melakukan pembunuhan. Oleh sebab itu, 

ancaman hukuman dalam pembunuhan berencana lebih berat 

dibandingkan dengan pembunuhan biasa.  

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana 
 

Peimbu inuihan  beireincana  meri          upi                akan  suiatui               peimbuinu ihan  biasa 

sepi               eirti   halnya   Pasal   338   KUHi                      P,   akan   teti        api   dilakuikan   deingan 

direni                canakan   teirleibih   dahuilui.  Adapuin   Uinsuri         -uni                suir   tindak   pidana  

pemi buni                uhi an berdasarkan Pasal 338 KUHP, yaitu: 19 
 

1. Barang siapa  
 

2. Deingan Seingaja  
 
 
 

     
  

 
 

 

 

19 Sida, Noer, “Pasal Pembunuhan: Definisi, Unsur Hingga Ancaman Sanksi”. 
Blog.justika.com, 9 Juni 2022, https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal- 
pembunuhan/  

https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/
https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/pasal-pembunuhan/
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Deni               gan seni gaja beri         arti peri          buai                 tan teri         seibuti                  dilakuikan deni gan  
 

seni               gaja dan keiseingajaan teri         seibuit peirlui           timbuil pada saat itui 

ju iga. Artinya  haruis dapat dibuki                tikan  bahwa peli       akui            meimang 

meni               gheindaki  korban  mati  seijak  awal  seibeilumi meli       akuikan 

tindak pidana.  

3. Me irampas nyawa orang lain  
 

Uinsuir me inghilangkan nyawa orang lain juiga harusi                     dibuktii kan. 

Matinya korban haruis diseibabkan olehi                       perbi                   uiatan peli       akui      yang  

memi                       ang memilii  ki niatan unti                        uki                       meinghilangkan nyawa korban  
 

 
 
 
 

Pemi 

kareina jika korban tidak mati maka tidak bisa dikeni                akan Pasal 

338 KUHi                    P.  

buinuhi                an    yang    direincanakan    adalah    peirbuiatan    yang  
 

dilakuki              an deingan seingaja. Ini teirbuki               ti kareni                a ada peireincanaan. Artinya 

si peli       akui       yang me impuinyai teimpo beirpikir apakah pemi                       buni                uhi                an itui       akan 

diteri          usi              kan     peilaksanaannya     ataui dibatalkan.     Adapuin     uinsuir  

kesi             eingajaan  beirdasarkan    ruimusi              an    pasal  340    KUiHP    bahwa  
 

kesi               eni                gajaan dalam arti luias me ilipuiti:  
 

1) Keise ingajaan seibagai tu iju ian  
 

2) Kesi              eingajaan  deni                gan tuijuai                n  yang pasti ataui         yang  meri          upi                akan 

ke iharusi               an  

3) Kesi              engai jaan dengani  kesai daran akan kemui ngi kinan ataui       doluis 
 

evi              eni                tuialis 
 

D. Pidana 
 

1. Pengertian Pidana 
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Meni                uri          uit Professoi                r Van Hameil arti dari pidana ataui       straaf  meni                uri         uti 

hu ikuim positif dewiasa ini adalah: 20 

“Su iatui         peni                deiritaan yang sifat khusi              uis yang teli       ah dijatuhi                kan oleih 

keki             uiasaan   yang  beirweinang   uintu ik   meni                jatuhi                kan  pidana  atas  

nama  neigara  seibagai  peinangguingjawab  dari  keiteri         tiban  huiku im  

u imumi                         bagi seoi                rang peilanggar,  yakni semai ta-mata areina  orang  

teirseibuit   teilah  meilanggar   suai 

diteigakkan oleih neigara.”  

tui                    peiratuiran  huki                uimyang   harusi 

 

Pidana  meiru iju ik  pada  prosesi di  mana  suati ui                huki               uiman  atau i 

sanksi   pidana   dibeirlakuki               an   kepi                  ada   seiseiorang   yang   dinyatakan  
 

beri         salah  atas  suai                tu i            tindak pidana  oleh  i sisteim  peri         adilan  pidana.  Ini  
 

meli       ibatkan tahap di mana hakim ataui       otoritas hu ikumi                         yang beri         wenang i 
 

memi uti        usi kan  dan  meni yampaikan  huikuiman  kepi ada  teri          dakwa  atau i 

 

pe ilakui        tindak pidana.  

Prosesi                       peni                yeilesi              aian peirkara dalam huki              u im pidana di Indoneisia 

tidak me imbe irikan ruiang bagi peli       akui          dan korban uni                  tuki beri         partisipasi 

aktif dalam meni                yeileisaikan masalah meri         eika. Dalam masalah peri            kara  

pidana neigara yang me imiliki we iweni  ang uintuki                       meni anganinya. Aparat  
 

negi                ara, dalam hal ini polisi, jaksa, hakim beri          kewai                   jiban menyei                li       esai                ikan 

pe irkara atas nama neigara. Partisipasi aktif masyarakat tidak meni                 jadi  

peni               ting lagi, semi uai nya hanya beri          m uai                ra pada puti        usi              a n pengadilan.21  
 

Di  dalam  huikumi                          pidana  positif  sanksi  dibedi                akan  meni                jadi  dua i 
 

bagian yaitui        sanksi beiruipa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi  
 
 
 

 

20 Hj. Tina Asmarawati, 2015, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di 
Indonesia (Hukum Penitensier). Indonesia: Deepublish.  

21 Ali Sodiqin. 2015. Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: 
Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia, “AS-Syir’ah”, Vol. 49. No.  

1. Hal: 65.  



  
  

33    

 

 

i       .  

i i i 

 

pidana  beri         uipa  reiaktif  teri          hadap  suiatui             peirbuiatan  sedi                angkan  sanksi  
 

tindakan beirsifat antisipatif teirhadap peli       akui        tindakan teri         sebi 
 

2. Jenis-Jenis Pidana 

ut 22 

 

Kata  “Pidana”  meri         uiju ik  pada  segi                ala  sesi               uati ui                yang  beri          kaitan  
 

de ingan  huki u im  oidana  ataui                  peirbuai tan  yang  meilanggar  huikuim  
 

pidana. Hal ini meni                cakupi                        Tindakan, prosesi                       huki              um,i                   seri         ta sanksi atau i 

huki             uiman   yang   beri          lakui                     dibeirikan   kepi                  ada   peli       akui                      tindak   pidana  

te irseibuit.  Beirikuit  je inis-je inis  huikumi an  pidana  beirdasarkan  Uni dang-  
 

uni dang No.1 Tahuni  1948 KUiHP de ingan Undangi                   -uindang No. 1 Tahuni 
 

2023 KUiHP, antara lain:  
 

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP 
 

Dalam Pasal  10 UUi                    i           No.1 Tahuni                  1946 KUHPi  menei ti        apkan  bahwa  
 

sanksi pidana tergolong menjadi 2, yaitu:23  
 

1. Pidana Pokok 

 
a. Pidana mati  

 
b. Pidana peni                jara  

 
c. Pidana kuiru ingan  

 
d. Pidana deinda  

 
e. Pidana tuitu ipan  

 

2. Pidana Tambahan 

 

a. Peni                cabutai  n hak-hak tertei           nti ui 

 
 
 

22 Ismu Gunadi dan Hoenadi Efendi. 2014. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum 
Pidana (Jakarta: Kencana). Hal: 40.  

23 Pasal 10 Undang-undang No.1 Tahun 1946.  



  
  

34    

 

 

 

b. Pe irampasan barang-barang teirteintu i 

 

c. Pe ingu imu iman pu itu isan hakim  
 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP 

 
Teirdapat dalam Pasal 64 UiUi          No.1 Tahuin 2023 KUiHP meineitapkan  

 

bahwa sanksi pidana sebi                agai beri          ikuti        : 
 

Pasal 64, Pidana terdiri atas: 

 24 

 

a) Pidana pokok;  
 

b) Pidana tambahan; dan  
 

c) Pidana yang beirsifat khuisu is uintuik tindak pidana teirte intu i 

 
yang diteintuki               an dalam undangi                   -undang.i 

 
Pasal 65, Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 

huruf a terdiri atas: 

a) Pidana peinjara;  
 

b) Pidana tuitu ipan;  
 

c) Pidana peingawasan;  
 

d) Pidana deinda; dan  
 

e) Pidana keirja sosial.  
 

Pasal 66, Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

64 huruf b terdiri atas: 

a) Peincabuitan hak teri         teintui;  

 
b) Peri          ampasan barang teri          teni                tui        dan/ ataui        tagihan;  

 
c) Peinguimuiman puti        uisan hakim;  

 
 
 

24 Pasal 64-66 Undang-Undang No.1 Tahun 2023  
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d) Pemi                       bayaran ganti rugi                i;  
 

e) Peni cabuitan izin teirteni tui; dan  
 

f) Peimeni 
 

Pasal 67 

uhi                an kewiajiban adat seti        emi pat.  

 

Pidana  yang  beri         sifat khuisusi                sebagi aimana  dimaksud  i dalam  
 

Pasal   64   huirufi  c   meri          upi                akan   pidana   mati   yang   seilalu i 

diancamkan seicara alteri          natif.  

3. Pidana Mati 
 

Di   Indoneisia,   huki              uiman   pidana   mati   diberi         lakukai                 n   sebi                agai 

huki             uiman   akhir   uni                 tuik   meingeikseki                usi             i   para   teirpidana   yang   teli       ah  

me ilakuki an  tindak pidana beirat yang  sebi agaimana teilah diatuir dalam  
 

perundang-undangan.25  Pidana  mati  adalah  ben tuki   huk uiman  yang  
 

meni                yebi                abkan    kemi                       atian    seoi                rang    pelaki               ui kejia hatan   olehi  pihak 

be irweinang  ataui               neigara.  Pidana  mati  dikeinal  ju iga  deni                gan  seibu itan 

huki              uiman  mati  atau i            ekiseki               usii                   mati.  Beri          bagai  ne igara  di  seiluri          uhi duni                ia 

memi                       iliki kebi                ijakan yang beri          beida-beida teirkait de ingan pidana mati, dan 

peni                dekai                tan  teri          hadap huki              umi                       an  ini  dapat beirvariasi  secia ra signifikan. 

Hu ikuiman pidana mati me iru ipakan suai                  tui        huikumi                       an yang sangat ditakuiti  

26 
dan meinimbuli       kan kesi               e ingsaraan yang beri        uji    uni              g maut.     

 
 
 
 
     

  
 

 
 

 

25 Zaki Priambudi, Avina Nakita Oktavia, Ramdhan Prawira Mulya Iskandar dkk. 
2021. FK2H Law Review 2021: Dinamika Perkembangan Hukum HAM, Hukum 
Internasional, dan Pembangunan Hukum di Indonesia. UPT Penerbitan & Percetakan 
Universitas Jember. Hal. 25.  

26 Aturkian Laia, CEFT Purwanto,. 2023. Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan 
Eksekusi Hukuman Pidana Mati. Indonesia: CV Jejak (Jejak Publisher).Hal. 7  
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Beri             dasarkan Kitab Uni  dang-Uni dang Huki u im Pidana meinye ibuitkan  
 

ada 6 kriteiria keijahatan yang dapat diancam pidana mati, salah satuinya 

adalah teri          hadap peilakui         tindak pidana peimbuinuihan beireincana. Pasal 

pemi                      buinuihan beri          eni                cana diancam pidana beri          dasarkan Pasal 340 KUiHP 

yang beirbuinyi:  

“Barang  siapa  deingan  seingaja  dan  de ingan  reni                cana  terlebii  ih 
dahuli       ui me irampas     nyawa     orang     lain,    diancam     kare ina 
pemi                       buni                 u ihan  de ingan reincana, deingan pidana  mati  ataui           pidana  
pe injara  seui                   imu ir  hidupi  atau i             seli       ama  waktu i             te irteni 
duai  puiluhi  tahuin”.  

tu i,  paling  lama  

Pe imbu inuhi                an  beireni                   cana  ju iga  diatuir  dalam  Pasal  459  Uindang- 

u indang  Nomor  1 Tahuin  2023  yang  akan beirlaku i           3 (tiga)  tahuin  akan 

dating, yang beri           buinyi:  

“Se itiap  orang  yang  deingan  reincana  teirleibih  dahuli       ui              meri         ampas 
nyawa  orang   lain,  dipidana   kareina  pe imbu inuihan  be ireincana, 
deni                 gan  pidana  mati  atau i                 pidana  peni                jara  seui                mui                       ri hidu ip   atau i 

pidana peni               jara paling lama 20 tahuin”.  
 

E. Pertimbangan Hakim 
 

Hakim adalah  orang  yang  beirtangguni                g  jawab  untuk  ii memei ri         iksa  
 

fakta,  meineri          apkan  huiku im,  dan  meinjatuhi                kan  puti         usai                   n  dalam  suatui  i 

kasuis.  Puituisan  hakim adalah hasil dari peirtimbangan buikti, arguime in 

huki              umi                       , dan prinsip-prinsip huki               umi yang reli       evai                n dalam kasusi                       tersei                  bi                ut.i 

Sebi                agai peinegak i huki              umi                         dan keadi ilan, hakim jugi                  a  mempui ni                yai  tugas i 
 

u intuik meimpe ilajari, meinceirmati, dan meimahami nilai-nilai huiku im yang 

ada  dalam  masyarakat,  hal  ini  dijeli       askan  dalam  Pasal  28  Ayat  (1) 

Uindang-uindang No. 48 Tahuin 2009 yang berbui                  ni                yi:  

“Hakim  wajib   me in 
huikuim yang hidupi 

ggali,   meingikuiti,   dan   meimahami   nilai-nilai  
 dalam masyarakat.”  
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Hakim adalah peincipta dan peni eiliti nilai-nilai huki  u im yang hiduip di  
 

teni                gah masyarakat,  olehi kareni                a  itui           hakim hadir  di pusai                  t  masyarakat 

agar dapat meingeti        ahuii,  meirasakan,  dan meni                ghayati  eimosi dan rasa 

keai                dilan huki               uim dalam masyarakat. Peli       aksanaan peri         an Hakim sebi                agai 

komponein  uitama  lemi                       baga  peiradilan,  seikaligu is  seibagai  bagian yang 

strateigik  dan  seintral  dari  keikuai                saan  keihakiman,  se ilain  me imbe irikan 

kontribuisi   dalam   me ilaksanakan   misi    instituisinya,    juiga   meinjadi 

kontribuitor dalam roseis peilayanan puiblik dalam me ineigakkan  huiku im, 

keai               dilan dan keibeni                aran. Di sisi yang lain, juiga akan beirimplikasi nyata 

teri          hadap   peimeinuihan   tangguing   jawab   ke ilemi                       bagaan   keki              uiasaan 

kehi               akiman. Kian beirkuai                litas puti        uisan yang dihasilkannya, maka peiran  

leimbaga    yudi                ikatif    ini    akan    seimakin    dirasakan    kontribusii  dan  

27  

manfaatnya bagi masyarakat, bangsa dan negi                ara.  
 

Beri         huibu ingan  deni                gan  kebi                eibasan  hakim,  peirlui             puila  dipaparkan 

teni                tang posisi hakim yang tidak meimihak (impartial judgi                    e).i                Istilah tidak 

me imihak   disini   haruislah   diartikan   tidak   harfiah,   kareina   dalam 

meni                jatuhi                kan  puti        usi              annya  hakim haruis  meimihak  keipada  yang  beinar. 

Dalam hal ini, hakim tidak me imihak diartikan tidak beri         at seibeli      ah dalam  

pe irtimbangan   dan  peni ilaiannya. 28 Sebi                agaimana   teilah   dirumi                        uiskan  

 
 
 

 
     

  

 
 
 

 

27 Arianto, H. 2012. Peranan Hakim dalam Upaya Penegakkan Hukum di 
Indonesia. Esa Unggul University.  

28 Hamzah Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.  

Hal: 106.  
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dalam  Uindang-uni                dang  No.  48  Tahuin 

beri         buinyi:  

2009 Pasal 5 Ayat (1) yang  

“Peni gadilan  meingadili  meni                uiruti huikuim  deni gantidak  me imbeida-  
beidakan orang”  

 
Seoi               rang  hakim dalam me imbeiri  suai                tui            keiadilan  haruis  meni                    eilaah 

teri          leibih dahuilui         teintang kebi                einaran peiristiwa yang diajukai                   n kepi                adanya 

kemi                       udi                ian    memi                       beri          i    peni                ilaian    teri          hadap    perii stiwa   tersebii                uit dan 

meni                ghubi                uni                gkannya  deni                gan  huikuim  yang  beri          laku.i                    Seti        eli       ah  itui             hakim 

barui        dapat meinjatuhi                kan puti        usai                  n teri          hadap peri          istiwa tersiebi                ut.i  Seoi                rang 

hakim dianggap  tahui            akan  huikumi                       nya  sehi                ingga  tidak  bolehi meni                olak 

memi                       eiriksa  dan  meni                gadili  suatuii              peiristiwa  yang  diajukai                  n  kepi                adanya. 

Hal ini diatuir  dalam Pasal  16 ayat  (1)  Uindang-Uindang  No.  35 Tahuin 

1999 jo. Uindang-Uindang No. 48 Tahuin 2009 yaitui:  

“Pe ingadilan    tidak    bolehi meni                olak    untui                ki me imeri          iksa    dan  
meni gadili  suai  tui                peirkara  yang  diajuki               an  deingan  dalih  bahwa  
huki       umi                         tidak ataui       kuri         ang jeli       as, meilainkan wajib uni                tuik memi                       eri         iksa 
dan meingadilinya”.  

 
Hakim  Pe ingadilan  Neigeiri  meni                  gambil  suiatu i                 kepi                  uti        uisan  dalam  

29  

sidang peingadilan, meimperi          timbangkan beibeirapa aspeki              , yaitu:  
 

(1) Keisalahan peilakui        tindak pidana  
 

Hal ini meri         uipakan syarat uitama uni                tu ik dapat dipidananya seiseiorang. 

Keisalahan   di   sini   me impuinyai   arti   seiluai                  s-luai                snya,   yaitui                    dapat 

diceilanya  peli       akui                 tindak  pidana  teri          sebi                  uti        .  Keiseni                  gajaan  dan  niat  

 
     

  
 
 

 

 

29 Barda Nawawi Arif. 2004. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. 

Bandung. Hal:.12.  
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peli       akui              tindak  pidana  harusi diteni                tuikan  seicara  normatif  dan  tidak  
 

se icara fisik. Uni  tuki                       meineintuikan adanya keiseni gajaan dan niat harusi 
 

dilihat dari peiristiwa de imi peiristiwa, yang haru is memi 

normatif dari kesi               eingajaan dan niat adalah hakim.  

(2) Motif dan tuiju ian dilakuki                annya suai                tu i        tindak pidana  

egi                ang uki               uri          an  

 

Kasusi                       tindak pidana meinganduing uinsuir bahwa peirbuai                  tan teirseibuit  
 

memi puinyai motif dan tuijuian uintuki  deni                   gan seni                gaja meilawan huikuim  
 

(3) Cara meilakuki               an tindak pidana  

 
Peli       akui       meilakuki               an peirbuiatan teri          seibuit ada uinsuri                  yang direni                canakan  

 

teirlebi                ih  dahuli       ui             uintuk  i meli       akuikan  tindak  pidana  teri         sebi                ut.  i Memangi   
 

teirapat  uinsuir  niat  di  dalamnya  yaitui                keiinginan  si  peilakui                 uintuik 

me ilawan huikuim.  

(4) Sikap batin peilakui        tindak pidana  

 
Hal ini dapat diideni                  tifikasikan  deni                 gan  meilihat  pada rasa  beri         salah, 

rasa  peinyeisalan  dan  beirjanji  tidak  akan  meni                guli       angi  perbuaii                   tan 

teri           seibuit.  Peli       akui               juiga  me imberi           ikan  ganti  ruigi  ataui               uiang  santuinan 

pada    keiluiarga    korban    dan    me ilaku ikan    peri         damaian    seicara 

ke ikeiluiargaan.  

(5) Riwayat hiduip dan keiadaan sosial ekoi                  nomi  

 
Riwayat  hiduip  dan  keiadaan  sosial  eki               onomi  peli       akui             tindak  pidana 

jugi               a sangat meimpeingaruihi puitusi                an hakim yaitui          dan meimpeiringan  

huikuiman bagi peli       aku,i                misalnya beli       umi                         peirnah meilakukia n perbuiiatan  
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tidak pidana apa puin, beri         asal dari keli         uiarga baik-baik, teri         golong dari  
 

masyarakat  yang  beri          peni ghasilan  sedi ang-  sedi ang saja (kalangan  
 

keli       as bawah).  
 

(6) Sikap dan tindakan peilakui        seisudi                ah meilakuikan tindak pidana  
 

Peilakui                       dalam   dimintai   keiteirangan   atas   ke ijadian   teirsebi                ut,i ia 

meni                jeilaskan    tidak   berbeili       it-beli       it,   ia   meni                eirima   dan   mengakui  ii 

kesi              alahannya.  Maka  hal  yang  di  atas  juga  i meni                jadi  peri         timbangan  
 

bagi hakim u intuik me imbeirikan keiringanan pidana bagi peilakui.  
 

(7) Peingaruih pidana teri         hadap masa deipan peilakui 

 
Pidana  juiga  meimpuni                yai  tujui                      ai                n  yaitui            seli       ain  me imbuai                t  jeri         a  kepadai 

peilakui           tindak pidana, juiga  uintuki me impeni                garuihi  peilakui            agar tidak  

meni guilangi  peirbuiatannya  teri            sebi u it,  me imbe ibaskan  rasa  beirsalah  
 

pada   peilakui,   me imasyarakatkan   peilakui deingan   meingadakan 

peimbinaan.  

(8) Pandangan masyarakat teirhadap tindak pidana yang dilakuikan olehi 

peilakui                    Dalam   su iatui                    tindak   pidana   masyarakat   meinilai   bahwa  

tindakaan  peilakui              adalah  suiatui              peirbuai                tan  teri         celi       a,  jadi  wajar  saja  
 

ke ipada  peilakui            uni                tuik  dijatu ihi  huki               uiman,  agar  peli       akui            meindapatkan 

ganjarannya   dan   meinjadikan   peli       ajaran   uintuki tidak   meli       akukai                 n 

peirbuiatan  yang  dapat  meri          uigikan  diri  seindiri  dan  orang  lain.  Hal 

teirseibuit  dinyatakan  bahwa  keite intuai                n  ini  adalah  untukii meni                 jamin 

tegi               aknya keibeinaran, keai                 dilan dan kepi                astian huiku im.  


